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ABSTRAK

Kepailitan merupakan lembaga pembayaran utang debitor kepada para kreditonya,
dengan dijatuhkannya debitor pailit, maka demi hukum debitor kehilangan haknya un-
tuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya dan kuratorlah yang bertugas melaku-
kan pengurusan dan pemberesan atas harta debitor pailit di bawah pengawasan Hakim
Pengawas. Setelah kurator selesai melakukan pemberesan dan penjualan harta pailit,
kemudian kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian harta pailit. Dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 pembayaran upah pekerja/buruh
harus didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk kreditor sparatis. Penulisan ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana unsur penegakan hukum dalam pembagian
harta pailit kepada kreditor separatis.
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PENDAHULUAN

alam suatu hubungan hukum an-

tara satu pihak dengan pihak yang

lain, ada yang dikenal di dalamnya
istilah pihak kreditor dan pihak debitor.
Pihak kreditor adalah pihak yang mempu-
nyai piutang terhadap debitor dan pihak
debitor adalah pihak yang berkewajiban
untuk membayar utang terhadap kreditor.
Adakalanya debitor sulit dalam membayar
atau tidak membayar utangnya kepada
para kreditor. Hal ini tentunya akan meru-
gikan pihak kreditor. Oleh karena itu ada
mekanisme penyelesaian utang piutang,
salah satunya melalui lembaga kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran
utang yang pengaturannya terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ten-
tang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (untuk selanjutnya dise-
but UU Kepailitan dan PKPU).

Utang menurut Pasal 1 angka 6 UUK
dan PKPU adalah “kewajiban yang din-
yatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata uang Indo-
nesia maupun mata uang asing, baik se-
cara langsung maupun yang akan timbul
di kemudian hari atau kontinjen, yang
timbul karena perjanjian atau karena un-
dang-undang dan yang wajib dipenuhi
oleh debitor dan bila tidak dipenuhi mem-
beri hak kepada kreditor untuk mendapat
pemenuhannya dari harta kekayaan de-
bitor”. Menurut M. Hadi Shubhan bahwa
“Kepailitan merupakan suatu jalan keluar
yang bersifat komersial untuk keluar dari
persoalan utang piutang yang menghimpit
seorang debitor, di mana debitor tersebut
sudah tidak mempunyai kemampuan lagi
untuk membayar utang-utang tersebut ke-
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pada para kreditor.”!

Debitor untuk dapat dinyatakan pai-
lit harus memenuhi persyaratan. Persya-
ratan debitor untuk dapat dinyatakan
pailit menurut Pasal 2 ayat 1 UU Kepaili-
tan dan PKPU bahwa “debitor yang mem-
punyai dua atau lebih kreditor dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan penga-
dilan, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas permohonan satu atau lebih
kreditornya”. Selanjutnya dalam Pasal 8
ayat 4 UU Kepailitan dan PKPU dinyatakan
bahwa “permohonan pernyataan pailit ha-
rus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana
bahwa persyaratan dinyatakan pailit seb-
agaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1
telah dipenuhi”. Dalam penjelasan pasal
tersebut yang dimaksud dengan fakta atau
keadaan vyang terbukti secara sederhana
adalah fakta atau dua atau lebih kreditor
dan fakta utang yang telah jatuh waktu
dan tidak dibayar.

Dengan dinyatakannya debitor pail-
it, maka debitor demi hukum kehilangan
haknya untuk mengurus dan menguasai
harta kekayaannya dan kuratorlah yang
berwenang melaksanakan tugas penguru-
san dan pemberesan harta debitor pailit.
Oleh karena bersamaan dengan putusan
pailit oleh Pengadilan Niaga, diangkatlah
kurator dan Hakim Pengawas. Setelah ku-
rator selesai melakukan pemberesan dan

1 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan
Praktik di Peradilan, Jakarta: Kencana Prananda Media,
2008, him. 2
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penjualan harta pailit, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 189 ayat 1 UU Kepaili-
tan dan PKPU kurator wajib menyusun
suatu daftar pembagian untuk dimintakan
persetujuan oleh Hakim Pengawas. Daf-
tar pembagian tersebut memuar rincian
penerimaan dan pengeluaran termasuk di
dalamnya upah kurator, nama kreditor,
jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piu-
tang, dan bagian yang wajib diterimakan
kepada kreditor.

Dalam Kkepailitan dikenal tiga macam
kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor
preferen dan kreditor konkuren. Hal terse-
but terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1
UU Kepailitan dan PKPU yanag menyatakan
bahwa “yang dimaksud kreditor dalam ayat
ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor
separatis dan kreditor preferen”. Menu-
rut Munir Fuady yang menyatakan bahwa
“kreditor separatis adalah kreditor yang
memiliki jaminan hutang kebendaan (Hak
Jaminan), seperti pemegang hak tanggun-
gan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain
(Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kreditor
dengan jaminan yang bukan jaminan ke-
bank)
merupakan kreditor separatis”.?

Kewajiban Pembayaran Utang).

bendaan (seperti garansi bukan

Selanjutnya menurut Sutan Remy Sjah-
deini yang menyatakan bahwa “Hak sepa-
ratis ialah hak yang diberikan oleh hukum
kepada kreditor pemegang hak jaminan
bahwa barang jaminan (agunan) yang di-
bebani dengan hak jaminan (menurut isti-

lah yang dipakai dalam UUK-PKPU ialah hak

2 Munir Fuady, Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, him.100
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agunan) tidak termasuk harta pailit”.? Selan-
jutnya menurut Pasal 55 ayat 1 UU Kepailit-
an dan PKPU menentukan bahwa setiap
kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidu-
sia, hak tanggungan, hipotek atau hak agu-
nan kebendaan lainnya dapat mengeksekusi
haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Berdasarkan pasal tersebut dapat diketa-
hui bahwa kreditor pemegang hak jaminan
dapat mengeksekusi sendiri benda jaminan
seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Hak eksekusi kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan dan pihak ketiga untuk
menuntut hartanya yang berada dalam pen-
guasaan debitor pailit atau kurator, ditang-
guhkan untuk jangka waktu paling lama 90
(sembilan puluh) hari sejak tanggal putus-
an pailit diucapkan sebagaimana ditentu-
kan dalam Pasal 56 ayat 1 UU Kepailitdan
dan PKPU.

Setelah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, maka
pembayaran upah pekerja/buruh yang
terhutang didahulukan atas semua jenis
kreditor termasuk atas kreditor separa-
tis, tagihan hak negara, kantor lelang dan
badan hukum yang dibentuk pemerintah,
sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/
buruh lainnya didahulukan atas semua
tagihan hak negara, kantor lelang dan
badan umum yang dibentuk pemerintah,
kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Selanjutnya atas dasar tersebut di atas
akan dikaji bagaimana unsur penegakan
hukum dalam pembagian harta pailit ke-
pada kreditor separatis.

3 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum
Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahu
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pem-
bayaran Utang, Jakarta: Prenandamedia Group, 2016,
him. 119.
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Pembahasan

1. Pengertian, Tujuan dan Syarat-syarat
Kepailitan
Secara etimologi kepailitan berasal
dari istilah pailit. Dalam bahasa Belanda,
pailit berasal dari kata faillet yang mem-
punyai arti ganda yaitu sebagai kata benda
dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa
Perancis, pailit berasal dari kata faillite
yang berarti pemogokan atau pembayaran.
Secara tata bahasa, kepailitan berarti se-
gala hal yang berhubungan dengan pailit.
Dalam Black’s Laws Dictionary pailit atau
bangkrupt adalah :*
“The state or condition of a person (in-
dividual, partnership, corporation, mu-
nicipality) who is unable to pay its debt
as they are, or become due. The terms
includes a person against whom am
involuntary petition has been filed, or
who has filed a voluntary petition, or
who has been adjudged a bankrupt”.

Dari pengertian yang diberikan dalam
Black’s Law Dictionary tersebut,, menurut
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja “penger-
tian pailit dihubungkan dengan ketidak
mampuan untuk membayar dari seorang
(debitor) atas utang-utangnya yang telah
jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut
harus disertai dengan suatu tindakan nya-
ta untuk mengajukam, baik yang dilaku-
kan secara sukarela oleh debitor sendiri,
maupun atas permintaan pihak ketiga”.’

Sementara itu UU Kepailitan dan PKPU

4 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Ke-
pailitan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, him. 11.

5 Ibid.

Unsur Penegakan Hukum dalam Pembagian Harta Pailit
Kepada Kreditor Sparatis

dalam Pasal 1 angka 1 mendefiniskan bah-
wa kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan debitor pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh kura-
tor di bawah pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana diatur dalam undang-undang
kepailitan. Dengan demikian esensi kepail-
itan secara singkat dapat dikatan sebagai
sita umum atas harta kekayaan debitor baik
yang ada pada waktu pernyataan pailit mau-
pun yang diperoleh selama kepailitan ber-
langsung untuk kepentingan semua kredi-
tor yang ada pada waktu debitor dinyatakan
pailit mempunyai utang, yang dilakukan
dengan pengawasan pihak yang berwajib.

Kepailitan merupakan realisasi dari
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa segala
harta kekayaan debitor, baik yang berger-
ak , maupun yang tak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang aka nada dikemu-
dian hari, menjadi jaminan untuk segala
perikatan debitor. Seperti yang dikemuka-
kan oleh Kartini Muljadi dan Gunawan Wi-
djaja bahwa “hukum kepailitan dibuat den-
gan tujuan agar pembagian harta kekayaan
debitor (pailit) secara pari passu dan pro-
rate menurut Pasal 1132 Kitab Undang-Un-
dang Hukum Perdata”.b

Mengenai tujuan dari adanya hukum
kepailitan, Sutan Remy Sjadeini mengemu-
kakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum ke-
paiitan adalah :”

6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis:
Pedoman Menangan Perkara Kepailitan, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005, him. 195.

7 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailita: Memahami Un-
dang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta:
PT. Pustaka Utama Gerafiti, him. 28.
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1. Menjamin pembagian yang sama
terhadap harta kekayaan debitor
pailit diantara para kreditornya.

2. Mencegah agar debitor tidak me-
lakukan perbuatan-perbuatan yang
dapat merugikan kepentingan kre-
ditor.

3. Memberikan perlindungan kepada
kreditor yang beritikad baik dari
para kreditornya, dengan ara pem-
bebasan utang.

Selanjutnya dalam penjelasan umum
UU Kepailitan dan PKPU mengemukakan
beberapa faktor perlunya pengaturan men-
genai kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang, yaitu :

Pertama, untuk menghindari perebu-

tan harta debitor apabila dalam waktu

yang sama ada beberapa kreditor yang

menagih piutangnya dari debitor.

Kedua, untuk menghindari adan-
ya kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya
dengan cara menjual barang milik deb-
itor tanpa memperhatikan kepentingan
debitor atau para kreditor lainnya.
Ketiga, untuk menghindari adanya ke-
curangan-kecurangan vyang dilakukan
oleh salah seorang kreditor atau debitor
sendiri. Misalnya, debitor berusaha un-
tuk memberi keuntungan kepada seorang
atau beberapa orang kreditor tertentu se-
hingga kreditor lainnya dirugikan, atau
adanya perbuatan curang dari debitor
untuk melarikan semua harta kekayaan-
nya dengan maksud melepaskan tang-
gung jawabnya terhadap para kreditor.

Dengan demikian, dengan adanya ke-
pailitan dapat mencegah terjadinya kese-
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wanang-wenangan kreditor yang meme-
gang hak jaminan untuk menjual barang
milik debitor tanpa memperhatikan kredi-
tor lainnya. Melalui kepailitan ini memung-
kinkan debitor untuk membayar utangnya
secara tertib dan adil dengan membagi ha-
sil penjualan harta tersebut kepada para
kreditornya sesuai hak tagihnya masing-
masing dari para kreditor.

Mengenai syarat untuk dapat din-
yatakan pailit, Pasal 2 ayat 1 UU Kepaili-
tan dan PKPU menyatakan bahwa “debitor
yang mempunyai dua atau lebih kreditor
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putu-
san pengadilan, baik atas permohonan-
nya sendiri maupun atas permohonan satu
atau lebih kreditornya”. Berdasarkan pasal
ini, dapat diketahui bahwa syarat untuk
dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Debitor tersebut mempunyai dua

tau lebih kreditor, dan

2. Debitor tersebut tidak membayar

sedikitnya satu utang yang telah
jatuh waktu dan dapat ditagih.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan
dan PKPU menyatakan bahwa “yang dimak-
sud dengan utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih adalah kewajiban untuk mem-
bayar utang yang telah jatuh waktu, baik
karena telah diperjajikan, karena percepatan
waktu penagihannya sebagaimana diperjan-
jikan, karena pengenaan sanksi-sanksi atau
denda oleh instansi yang berwenang mau-
pun karena putusan pengadilan”.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 4 UU Ke-
pailitan dan PKPU dinyatakan bahwa “per-
mohonan pernyataan pailit harus dikab-
ulkan apabila terdapat fakta atau keadaan
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yang terbukti secara sederhana bahwa per-

syaratan untuk dinyatakan pailit sebagaima-

na dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah di-

penuhi. Menurut Rachamdi Usman bahwa :8
Pembuktian secara sederhana ini laz-
im disebut pembuktian secara sumir.
Bila permohonan pernyataan pailit di-
ajukan kreditor, pembuktian menge-
nai hak kreditor untuk menagih juga
dilakukan secara sederhana. Dengan
demikian, proses pemeriksaan permo-
honan kepailitan cukup dilakukan se-
cara sederhana, tanpa harus mengikuti
atau terikat prosedur dan system pem-
buktian yang diatur di dalam hukum
acara perdata kita.

Oleh karena itu dengan sifat seder-
hananya pemeriksaan kepailitan, maka
tentunya sangat diharapkan sikap aktif
dari hakim untuk sedapat mungkin men-
dengar secara seksama kedua belah pihak
di depan persidangan dan erusaha menda-
maikan di antara keduanya.

2. Kedudukan Kreditor Separatis dan Un-
sur Penegakan Hukum dalam Pemba-
gian Harta Pailit kepada Kreditor Sepa-
ratis
Menurut Pasal 1133 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, seorang kreditor

dapat diberikan kedudukan untuk didahu-

lukan terhadap kreditor lain apabila tagi-
han kreditor yang bersangkupan meru-
pakan tagihan yang berupa hak istimewa,
tagihan yang dijamin dengan hak gadai
dan tagihan yang dijamin dengan hak hi-

8 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indone-
sia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, him.
17.
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potek. Setelah berlakunya Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tang-
gungan dan Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU
Hak Tanggungan) dan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan
Fidusia, maka selaim kreditor yang memi-
liki tagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, juga kreditor-kreditor yang me-
miliki hak tagihan yang di jamin dengan
hak tanggungan dan hak fidusia memiliki
kedudukan yang didahulukan.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Un-
dang Hak Tanggungan yang menentukan
bahwa apabila debitor cidera janji, peme-
gang hak tanggungan mempunyai hak un-
tuk menjual objek hak tanggungan atas
kekuasaan sendiri melalui pelalangan
umum serta mengambil pelunasan piu-
tangnya dari hasil penjualan tersebut. Se-
lanjutnya Pasal 20 ayat 1 UU Hak Tanggun-
gan menyatakan bahwa :

Apabila debitor cidera janji, maka ber-
dasarkan:

a Hak pemegang hak tanggungan
pertama untuk menjual objek hak
tanggungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6, atau

b Titel yang
dalam sertifikat hak tanggungan

esekutorial terdapat
sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 14 ayat 2, objek hak tanggungan
dijual melalui pelelangan umum
menurut tata cara yang ditentukan
dalam peraturan perundang-un-
dangan untuk pelunasan piutang
pemegang hak tanggungan dengan
hak mendahulu daripada kreditor-
kreditor lainnya.
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Dalam Pasal 15 ayat 3 UU Jaminan Fi-
dusia dinyatakan bahwa apabila debitor
cidera janji, penerima fidusia mempun-
yai hak untuk menjual benda yang men-
jadi objek jaminan fidusia atas kekuasaa-
nnya sendiri. Selanjutnya Pasal 27 ayat 1
UU Jaminan fidusia menyatakan bahwa
penerima fidusia memiliki hak yang dida-
hulukan terhadap kreditor lainnya. Pasal
27 ayat 2 menyatakan bahwa hak yang di-
dahulukan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 adalah hak penerima fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas
hasil eksekusi benda yang menjadi objek
jaminan fidusia, pada ayat 3 dinyataka
bahwa Hak yang didahulukan dari pener-
ima fidusia tidak hapus karena adanya ke-
pailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat
diketahui bahwa kreditor pemagang hak
jaminan kebendaan tidak perlu merasa
khawatir jika objek jaminan tersebut bera-
lih kepada pihak lain oleh karena sebab
apapun. Oleh karena itu pernyataan pailit
seorang debitor tidak terlalu penting bagi
kreditor separatis, karena kreditor sepa-
ratis dapat mengeksekusi benda jaminan
seolah-oleh tidak ada kepailitan.

Menurut ketentuan Pasal 55 ayat 1 UU
Kepailitan dan PKPU bahwa kreditor pe-
megang gadai, jaminan fidusia, hak tang-
gungan, hipotek atau hak agunan atas
kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi
haknya seolah-olah tidak terjadi kepaili-
tan. Akan tetapi, hak eksekusi kreditor pe-
megang hak jaminan kebendaan tersebut
dan pihak ketiga untuk menuntut hartan-
ya yang berada dalam penguasaan debitor
pailit atau kurator, ditangguhkan untuk
jangka waktu paling lama 90 (sembilan pu-
luh) hari sejak tanggal putusan pailit di-
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ucapkan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 56 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU.
Dalam penjelasan Pasal 56 ayat 1 UUK dan
PKPU ditentukan bahwa penagguhan ini
bertujuan :
a Untuk memperbesar kemungkinan
tercapainya perdamaian, atau
b Untuk memperbesar kemungkinan
mengoptimalkan harta pailit, atau
¢ Untuk memungkinkan kurator
melaksanakan tugasnya secara op-
timal.

Selama jangka waktu penanguhan seb-
agaimana dimaksud, kurator dapat meng-
gunakan harta pailit berupa benda tidak
bergerak maupun benda bergerak atau
menjual harta pailit yang berupa benda
bergerak yang berada dalam penguasaan
kurator dalam rangka kelangsungan usa-
ha debitor, dalam hal telah diberikan per-
lindungan yang wajar bagi kepentingan
kreditor atau pihak ketiga yang menuntut
hartanya yang berada dalam pengusaan
debitor pailit atau kurator sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 3 UU Ke-
pailitan dan PKPU.

Setelah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memu-
tuskan bahwa dalam hal perusahaan pail-
it, maka pembayaran upah pekerja/buruh
yang terhutang didahulukan atas semua je-
nis kreditor termasuk atas kreditor separa-
tis, tagihan hak negara, kantor lelang dan
badan hukum yang dibentuk pemerintah,
sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/
buruh lainnya didahulukan atas semua
tagihan hak negara, kantor lelang dan
badan umum yang dibentuk pemerintah,
kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
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67/PUU-XI/2013 di atas dapat diketahui
bahwa pembayaran upah pekerja/buruh
pembayarannya harus di dahulukan dari
kreditor lainnya, dalam hal ini pekerja
atau buruh merupakan kreditor preferen
yang pembayarannya harus di dahulukan
dari kreditor separatis.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan
A.Pitlo bahwa “hukum berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan manusia. Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum
harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum
dapat berlangsung secara normal, damai,
tetapi dapat juga karena pelanggaran hu-
kum. Dalam hal ini hukum yang telah di-
langgar itu harus ditegakkan”.?

Dalam menegakan hukum ada tiga un-
sur yang selalu diperhatikan, yaitu kepas-
tian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Dalam menegakkan hukum harus ada ke-
seimbangan antara ketiga unsur tersebut.
Ketiga unsur tersebut harus mendapat
perhatian secara proporsional seimbang.
Gustav Radbruch
na dikutip oleh Satjipto Rahardjo “pada

Menurut sebagaima-
hakekatnya hukum mengandung ide atau
konsep-konsep yang dapat digolongkan
sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam
kelompok yang abstrak termasuk ide ten-
tang keadilan, kepastian hukum dan ke-
manfaatan sosial”.!?

Pembagian harta pailit kepada kredi-
tor separatis selaku kreditor pemegang
hak jaminan setelah adanya putusan Mah-
kamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
tidak memberikan kepastian hukum kepa-

9 Sudikno Mertokusmo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Pe-
nemuan Hukum, Yogyakarta, PT. Cipta Aditya Bakti,
1993, him. 1.

10 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan So-
siologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, him. 12.
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da kreditor separatis, oleh karena kreditor
separatis selaku pemegang hak jaminan
kebendaan dikesampingkan haknya un-
tuk memperoleh pelunasan piutang yang
pembayarannya harus di dahulukan. Putu-
san Mahkamah Konstitusi 67/PUU-XI/2013
ini memberikan kepastian hukum kepada
Pekerja/buruh selaku kreditor preferen
dalam hal debitor pailit untuk mendapat-
kan hak-haknya. Seperti pendapat William
Friedman sebagaimana dikutip oleh Erman
Rajagukguk bahwa “kepastian hukum itu
tergantung kepada substansi hukum beru-
pa peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan, serta legal culture
masyarakat”.!!

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mendahu-
lukan pembayaran upah pekerja/buruh
dibandingkan kreditor separatis, dalam
hal ini karena upah buruh mempunyai ke-
pentingan yang sangat penting atas upah
yang belum dibayar dari pengusaha untuk
dirinya dan keluarganya yang sangat mem-
butuhkan upah untuk biaya kehidupan dan
keluarganya tersebut. Seperti sabda Rasu-
lullah “berikanlah upah orang upahan se-
belum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah
dan Imam Thabrani”.*?

11 Erman Rajagukguk, Jurnal Nasional, www.jurnalnasional.
com,diakses tanggal 25 Januari 2010.

12 http://hafaluyon.blogspot.com/2009/10/upah-menurut-
manajemen-syariah.html. diakses tanggal 10 Januari 2010
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Kreditor seperatis selaku kreditor pe-
megang hak jaminan kebendaan dalam hu-
kum jaminan serta UU Kepailitan dan PKPU
harus didahulukan pembayarannya. Dalam
hal terjadi kepailitan debitor, maka kreditor
separatis dapat mengeksekusi benda jami-
nan seakan-akan tidak terjadi kepailitan.
Akan tetapi dengan adanya putusan Mah-
kamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
yang mendahulukan pembayaran upah pe-
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kerja/buruh apabila terjadi kepailitan de-
bitor tidak memberikan kepastian hukum
bagi kreditor separatis selaku pemegang
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putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/
PUU-XI/2013 diharapkan tidak mengesa-
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